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A. PENDAHULUAN

Ballwa Indonesia merupakan negara yang meminki wilayah hutan hujan tropis

termas keriga di dima. Hutari menipakan kamrita Tnnan Yang Maha Esa yang

berimigsi sebagai parti-paru dullia, habitat bagi aneka flora dan fauna, dan

penyangga KGlitdupari masyarakat, menipakari kekayaari yang dikuasai negara dan

barus didayagunakan sebaik-balkiiya untilk sebesar-besaniya kernakrnurarirakyat;

2, Ballwa Iuas daratan kawasan butan }.!egara Republik hidonesia sesuai dengan Serat

KGputusan Meriteri Lingkungan Hidup dan Kenutanan No. SIC 76NenLHK111/2015

mencapai 120.77 juta hektar, Lahan hutariterluas berada di Papua & Papua Barat

dengan Inas 38.15 juta hektar. Kernudian disusul hutan Kanmaritan dengariluas

36,53 juta hektar, Sumatera dengariluas 22,94 juta hektar, SUIawesi dengan Iuas

10,99juta hektar, Maluku dan Matuku Utara 6,43 juta hexiar, Jawa 3.04 juts hektar,

serta Ban danT*Jusa Tenggara 2,69 jutahektar;

3. Ballwa penyebab utama kenisakari hutan dan Ichan (degradasi hutan) chindonesia

adalah pemanfaatan kawasan hutari dan laban yang tidal sesuai dengan Retentuari

peraturan permidang-undangan (contohnya perarnbaliari hutari dan laban, illeg@I

logging) dan semaldn meltingkainya hekLiensi dan intensitas kebakaran hutari dan

Ichari(pembukaan Ichan dengan caramembakar);

4. Ballwa dalam upaya mencegali dan menanggularigi semakin meritngkatriya (frekuensi

dan intoI'sitas) praktik pembal:aran h11ton dan lalian, pembentuk undarig-undarig

(legislator) menuxiuskari norma h11kum yang betsifat imperatif (di-uingei?drechi)

malalui ketentiian Pasa1 69 ayat(I) hamfh Undang-Undang Nomor 32 Tallun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SGIarijutnya disebut {IU

No. 32 Tallun 2009), yang menyatakan "Setiap orang dilararig meIchukari

perubukann laliaridengan cara memba}car";

5. Ballwa penegasan sebagaimaria diatur dalam ketentuariPasa1 69 ayat(I) burufh ITU

No. 32 Tabun 2009 Q quo tidal konsisten dan kontraproduktif dongan keberadann

Pasa1 69 ayat(2) 00 No. 32 TallerI 2009 dan penjelasamya, yang meinperbolehkan

3



, , .

pembalcaran hutan atau Ichan dengariluas labari inalcsima1 2 (dua) hektar bagi per
kepala keluarga untok ditanarnijenis varietas 10kal dan dikelilingi DIGh sekat baitar

sebagaipencegah penjalaran apike wilayah sekenlingiiya;

6, Ballwa eksistensi Pusa1 69 ayat (2) UU No. 32 Tabun 2009 secara langsorig

berkorelasi dengari KGtentuan Pasa1 88 UU No. 32 Tallun 2009, yang meinuat firasa

"tanggung jawab inntlak (strict IiQbilio))" atas kenigian lingkungari hidup yang

tenaditanpa perlu pembuktiari unsur kesalahan dan ketentuan Pasa1 49 Undarig-

Undarig Nomor 41 Tallun 1999 tentang KGhutanan (selarijutnya disebut UU No. 41

Tallun 1999), yang meinuat firasa yang mewajibkari"pemegarig hak atau izin

bertarigguiigjawab atas tenadinyakeba}caran hutaridi arealkelianya".

7. Ballwa keterkaitan antara Pasa1 69 ayat (2) dan Pusa1 88 00 No. 32 Tallun 2009

1147/010 Pusa1 49 un No. 41 Tallun 1999, berkai^n dengari ketentuan Pusa1 99

UU No. 32 TallerI 2009, dimana pada ayat (1) meinuat hasa "kelalaian" dalam

calcupan yang sangatluas dan tidal: mencenninkan prinsip Repastian h11kum dan asas

hatum pidana '^iada pidana tanpa kesalahan"(1/2/11apoe, ?a sine o311po);

8. Ballwa dalam konteks sebagaimaria disebutkan di atas, ketentuan Pasa1 69 ayat (2),
Pusa1 88, Pasa1 99 ayat(I) un No. 32 Tallun 2009 Janeto Pasa149 UU No. 41 Tanun

1999 tela}linenigikan hat' konstitusionalPara Feinohon;

9. Ballwa dalam setiap kasus kebakaran hutan dan la}Ian, Para Pemohon salalu menjadi

pihak yang dipersalahkari dan dibebai}}can pertariggungjawaban matla}c (strict
liability) walaupun secara fattual pembakaran hutan atau laban tersebut tidal

dilakukari o16h Para Feinohon. SGIain itu, Para Pemohon juga mengalanii kerugiari

finarisial yang tidalc sedikit, karena kehilangan aset berupa tanaman, binya

penanamari ularig, dan biaya pengendalian keba}caran hutan dan labari, sena biaya

investasi aset barn. 01eh karena iru, Malll<amah Konstitusi Republik Indonesia perlu
menguji konstitusionalitas pasal dan ayat a quo;
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B. ICEWENANGANl\^^KONSTITIJSl

10. Ballwa Pusa1 24 Ayat(2) Perubalian Keriga Undang-Undang Dasar NG ara Re ubl'k
Indonesia Tallun 1945 (SGIanjutriya disebut "unD 1945") menyatakari, "Kekuasaari
kehakimari dilakukari o1eh sebuah Maltcama}I Agung dan badari eradilan
berada di bawaliiiya dalam lingkungan peradilan unum, lingkun an eradilari
agarna, lingl!:wigari peradilan lulliter, lingkungan peradilan tata usalla negara, dan
o1eh sebnab Malll<amah Konstitusi"'

11. Ballwa selanjutriya Pasa1 24C Ayat (1) Perubalian KGtiga UUD 1945 men ataltari,
"Malllcamah Konstitusi beryenartg mengadili pada tingkat ertama dan t atchit
yang puttisarmya bersifat final untilk menguji undang-undang terhada Undari-
Undang Dasar, memums sengketa kewenarigari Iembaa
kewenangarniya diberikan o1eh Undang-Undang Dasar, memums erububarari artai
pontik, dan memums petselisihan tentarig basil permlihan Innuin"'

12, Ballwa berdasarkari ketentiiari di atas, Mahkama}I Konstittisi (salari'utn a disebut
"Mallkamali") benayenang mala}cukari pangujiari undang-undang techadap UUD

1945, yangjuga didasarkanjuga pada PasallO ayat(I) Undang-Undarig Nomor 24
Tallun 2003 tentarig Malllcamah Konstitusi yang telah diubah dengari Undan -
Undarig Nomor 8 Tallun 2011 (SGIanjutiiya diseblit"un MK")Jimcto Pusa1 29 a at
(1) humf a Undang-Undang Nomor 48 TallerI 2009 tentang Kelcuasann KGhakimari
yang menyatalcan: "Mahkamah Konstitusi bentenarig men adjli ada tin k t

pertama dan terakhir yang putusarrriya bersifat final untok: (a) menguji undari-
undangterhadap Undang-Undarig DasarNegaraRepublik IndonesiaTaliun 1945".

13. Ballwa Mathamah dibentuk sebagailembaga pengawalkonstitusi(the oldian of
constitution). Apabila terdapat undang-undarig yang berten. tangari dengan konstitusi,
Mallkamalidapatmenyatakarmyatidakmemilikikekuatarihukum a 'k ,
balk secara keseluruhari inaupun bagiari-bagiari dan undang-undan tersebut;

negara yan,
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14. Ballwa karena obiek permohonan pengujian ini adalah Retentuan Pasa1 69 ayat (2),
Pusa1 88, dan Pasa1 99 00 No. 32 Tall11n 2009 serta Pasa1 49 UU No. 41 Tallun

1999, mata Malllcamali betwenarig untok memeriksa dan mengadili pennohonari a
quo;

C. KEDU01.11<. AN HUKUM (LEGAL ST4NDfNG) FEMOllOl\I

15. Berdasarkan ketentuari Pusa1 51 ayat (1) UU IVU;: 11/12cto Pasa1 3 Peraturari

Mahkamali Konstitusi No. 061PM}</2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang dinyatakan ballwa Peruohon adalah pihak yang

menganggap hat dadatau Rowenarigan Konstitusionalnya dinigikarioreh berlakunya
undarig-undang yaitu

a Perorangariwarganegarahidonesia;

b KGsatuan masyarakat hukum adat separijang masih hidup dan sesuai

dengariperkembangari masyarakat dan prinsip Negara KGsatuan Republik

Indonesiayang diatur dalamundang-undang;

c Badarihukum publik atallprivat;

d Lembaganegara;

16. Dalam penjelasari Pusa1 51 ayat (1) UU MK dinyatakan ballwa "Yang dimaksud
denganhalt konstitusionaladalah hat-hak yang diatur dalam000 1945".

17. Dalam Puttisan Nomor 0061PLTU-1/1/2005 dan 0101PUU-1/1/2005, Mallkamali

belpendapat ballwa kenigian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

undang-undarig menusut Pusa151 ayat(I) UU MK hatus memenuhilima (5) syarat,
yaitu

a Adanya}Iak Konstitusionalpemohonyang diberikan o16hLTUD 1945;

b Ballwahak konstitusionalpemohon tersebut changgap o16h Feinohon telali

dirugikari o1eh suatiiruidang-undarig yang diuji;

c Ballwa KGrugiariyang chinalcsud bersifat spesifik (khusus) dan akinal amu

setidakiiya bersifat potensial yang menumt penalaran yang wajar dapat
dipastikaritel:jadi;
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d Adanya hubungari sebab aidbat (;?oarsa! verbon4) antara kerugiari dan
beFlakunya undang-undang yang dimohonkan antuk diuji;

e Adariya kernungkinan banwa dengan dikabulkannya pennohonan malta
kerugian konstitusionalyang didalitkan tidal, akan amu tidal<1agite 'adj;

18. Ballwa Pemohon I adala}I ASOsiasi Fengusalia Hutan Indonesi beadasarkan Nat
Nomor 02 tentang Pendiriari Perkumpulan APHl, tangga1 26 Oktober 2011 yang
dibuat di hadapari Notaris Rosida Rajagiikguk, S. H. , M. Kn. dan KGputusan Meriteri
HUIcum dan }. Iak Asasi Manusia Nomor: Afro-0002006. All. 01.07. TAI^ 2017

tentarig Pengesahan PendiriariBadan Hukum PerkuinpulariAPHl, yan diwakilioleh
IT, Dwisuryo Indroyono. , M. sc. SGIaku Kerna Urnum, yang mana menurut Pasa112
ayat (4) bunif a Allggaran Ruinah Tangga APHI Munas Vll menyatakan "Kerna
Urnum adalah pimpinan technggipelaksanakegiatariAPHl yang behindak untuk dan
atas nama ASOsiasi, kernar dan ke dalam daiam malalcsanakan to'nan APIll"

(Binkti P-5 dan Bukti P-6);

19. Ballwa Pemohon I menipakan badan hukum perkumpulari yang mewadahi

perusalIaari yang bergerak di bidarig pemarifaatan hutan dadatau pengelolaan hasil
hutari di SGIuruh Indonesia dalam meinpe^juarigkan kepentingari dan meinbantu
penirigkatari kinelja serta kelancaran usthanya;

20. Bahwa Pasa1 2 Allggarari Roman Tangga APHI Munas Vll menyatakan itIan
lingkup kegiatanAPHlmenputi(BuktiP~7)

Pasa12 Anggaran Ruinah Tangga APlll Munas Vll

"Rt, orig lingkt!p kegi@toll sebogoimoJ?a dimoksi!d dojom Ang arQ?I Dasor Fasol/O
menpuzj,

(1) Mengidei?jinkqsi doll inert, muskczn $011!si setic{p permasalohan o13 dihado I
origgoto, botkyang disampoikon o1eh origgoto ingz!1731?I sumber loinnyo, daiom

I!Pay@ meinpetitiongko?I foepen!inganparcz o128gOtO
(2) Memberikczn musz!kiln don menginisiosi IISz410?I keb;iakoiz-,'perott, 70n kepoda

pemeriniQ/I aidz! Iembaga lain yang bellye}lang 88sz, ai kepe, ?tingai? o12 o:0
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22. Ballwa Feinohon 11 merupakan badan hukum perkumpulari yang mewadahi

pengusaha yang hergerak di bidarig industri Relapa sawit, yang didinkari secara san

berdasarkanketentuariperaturanpermidarig-undangan yang benatu;

23. Ballwa ketentuan Pusa1 7 inggaran Roman Tangga Munas IX GAPKI Nomor:

06/1\jusAS/IX/GAPK1/2015 (Allggaran Ruina}I Tangga GAPKl) menyatakan visi

GAPKl, yaitu (BuktiP-10):

Pasa17 Anggaran Ruinah Tangga GAPE<I

I. Mensinergikanpemongkz! kgpe}Itingan industyikelqpa smutt, losto}?al.

2. Me}!I'ddimitropemerintoh donpemerii?toh doeroh daiom meruint!skan kgb;jokqn

yang kondt!s;/'bagiindt!siri kelopQ sawn belke!gill'Mron.

3. Mendoro?zg anggoto tintt!k melokso}I@ton iaia keloid indz!sin kglqpo smuttyang

baik don berke!amyl!tan.

4. Meni'czdiko}z industri kelopa SQM, it Indonesia 31nt"k dQpot bersoing di dunia

internczsional.

24. Ballwa Retentuan Pasa1 8 haggaran Rumali Tangga GAPKl mengatur tojuan

didinkarmya GAPKl, sebagaiberikut:

Pasa18 Anggaran Ruinah Tangga GAPKl

I'Membino don mengembangkcz}? kernampz!an, kegiato, : dan kgpentingon

penga!saha kelopa sawit Indonesia, $871Q memadt!kan secarcz seimbang doll

keterkczito}t antar:!?otensipeiigt, sahQ ke!qpQ smuti.

2, Mendorong terc;pmnya ik/jin industri kelopa sanityorig kondz!sin

3. Meritbon!,! meningka!kan kernompt!o11 origg0!0 1117/1, k mencQpoiindwstri kglapo

sonnyczng berkelo};I'llton.

4. Mein/^sifttasi don meldkz!kan advokqsi daiam penyelesoion masoloh yang

dthodc!pi o1eh industyikglQpa sown.

5. Mengei??bangkan sinergi dengon pemeri}?!ah dan pemeriniah doerah doloin

peneiopoi? kgbjiQkizn terkQi! dongQ}liftdusiri kg!qpQ sonii

9
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25. Ballwa sebagai badari hukum perkumpulan, Para Pemohon meinil'k' hat-halt
konstitusional, antara lain sebagaimaria torcaritrun dalam pasal- asal berikut jin

Pasa127 ayat(I) unD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan waitb menjunjung hukum dan pemerintahan itu den
tidak ada kecualinya"

Pusa1280 Ayat(I) 000 1945

Setiap orang herbak atas pengakuan, laininan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adjlserta perlakuan yang sama dihada an huki, in"

Pasa128HAyat(I) 000 1945

Setiap orang berhak hidup seiahtera labir dan batin, bertem at t' I,
dan mendapatkan lingkungam hidup yang balk dan sehat serta herhak
menuperoleh pelayanan kesehatan"

26. Ballwa keberadaan Pusa1 69 ayat (2), Pasa1 88, Pusa1 99 un No. 32 Tailori 2009
Juneio Pasa149 UU No. 41 Tallun 1999 teralimerugikan halt konstit Id
menirnbulkarikenigian finarisial yang tidalsedikit bagiPara Feinohon. Halt b t
sebagaimariadata yang ParaFeinohonlampirkari, sebagaibonkut

Data Perusahaan (AnggotaAPHldan Anggota GAPKl)yangMenghada i
Gugatan dipengadilan

I. Perkebunan:

perusalIaari

2 IUPHHK-HT:

perusalIaan**

TotalGugatan

2

3,178,620,000.000*}

8,970,000,000,000

12,148,620.000,000

1.0

861,500,000.000

1,148,000.000,000

2,009,500.000.000



.

Catatan

*Nilai gugatari sebesar Rp, 3,178,620.000,000, - terniasuk 4 perusalIaan yang sedan
daiam Proses Pengadilari di Fengadilan Negeri dengari gugatan sebesar Rp
1,124,200.000,000.

**Izin Usalla Feinaiifaatan HasilHutariKayu- HutariTanaman

27. Berdasarkan hal"haltersebut di alas, Para Feinohon meminki kedudukan hitkum

(legal. '10/7ding) unttik mengajukan pennohonan pengujian Pasa1 69 ayat (2), Pasal
88, Pasa1 99 00N0. 32 Tallun 2009/1!noro Pasa1 49 UU No. 41 Tallun 1999;

D. F'OKOKPERMOHONAN

28. BalTwa pada tangga1 3 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 32 Tallun 2009

(Lembaran Negara Repttblik Indonesia Tallun 2009 Nomor 140, Tanibahan

LembarariT*legara Repttblik IndonesiaNomor 5059) dan Pada tangga1 30 September
1999 telah dimidarigkari pula 00 No. 41 Talusi1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taliun 1999 Nomor 167, Tarnbalian LembarariNegara Repriblik hidonesia
Nomor3888);

29. Ballwa Para Feinohon mendalilkan Pasa1 69 ayat(2), Pasa1 88, Pusa1 99 UU No. 32

Tallun 2009 Juneto Pasa1 49 00 No. 41 Tabun 1999 benoritarigan den an UUD
1945, khususnya dengan Pasal I Ayat (3), Pasa1 27 Ayat (1), Pusa1 280 Ayat (1).
dan Pasa128H Ayat(I) UUD 1945

Pusall Ayat(3) unD 1945

"Negara Indonesia adalah megara hukum"

Pasa1 27 Ayat(I)

"Segala warga negara hersamaan kedud"kannya di dabm hukum dan

pomerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu den an
tidak ada kecualiriya"

Pasa1280 Ayat(I)

"Setiap orang herbak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukumyangadilserta perlakuan yangsama dihadapan hukum"

II
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Pasa1 28H Ayat(I):

Setiap orang herbak hidup seiahtera Iahir dan batin, bertempat tin al,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
meroperoleh pelayanan kesehatan"

Pasa1.69 a^. at (2)'Un-No'. 32_Tall'u^:2009'Bett6'intaxi^addi^in^am

Pasa127Aj, at(I), Pasa1280 Ayat(I), dan Pasa128H Ayat(I) Inn 1945

30. Badwa ketentuan Pasa1 69 ayat (2) 00 No. 32 Tanun 2009 haserta penjelasam a
berbunyisebagai berikut

Pasal 69 ayat(2) UU No. 32 Tahun 2009

"Keientz!o12 sebogQimono dimciksz, d pado ayat (1) hurl{Ih meinperhatika}I denga?I
stinggz, h-sunggt, h kear;12/11 10kqldidcierah musingmusing"

Penjelasan Pasa169 ayat(2) Uru No. 32 Tahun 2009:

"Kear;i;71/10kqlyong dimakst!ddolam ketentuan ini odo!ah meIck"kan pembak"run
info"" delzg", a IWCS Ignore incksim"I 2 Izekt"re per kgp"!" ken, @rga 31niuk dita!?Qin'
tcz}lamaizj'Grits vQrietQs 10ko! doll dikeliltngt o18h sekqt bakar sebo at 812ce oh

per:!'omron dpike wit^, ah sekenlingnya"

31. Ballwa ketentuan Pasa1 69 ayat (2) UU No. 32 Tallun 2009 beserta penjelasam a,
sepanjarigfrasa "meIakukanpembakaran Icharidengan Iuas laban maltsima12 hektare

per kepala KGluarga", bertentangan dongari Pusa1 27 ayat(1), Pusa1 280 ayat(1), dan
Pasa128H ayat(I) unD 1945 dongarialasan sebagaiberikut

a Ballwa penjelasari Pasa1 69 ayat (1) 00 No. 32 Tabun 2009, yang
meinperbolehkari perubakararilaliari dengan Iuas laban maltsima1 2 (dua)
hektare per Repala Reluarga, telali merugikari halt konstitusional Para

Feinohon, yaitu perlakuari yang tidalc sama di hadapan hukum (1/7/84z{@lib/
b!^fore the Ion) dan keridakpastiari hukum (legQ/ uricertdinty, ) sebagaimaria

I2
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dinyatakari dalam Pasa1 27 ayat (1) serta Pasa1 280
musing-mashigmenyatakan:

Pasa127 Ayat(I) DUD 1945

Sego!o warga negaro bersamaa?I kedt, daka??nyo at datam ht, kz!in dan
pemertntahan don way^b mew'1413/11/1g huh!in dan pemerin!oha}I till dell ci?I
lidok ada keel!aimya"

Pasa1280 ayat(I) 11UD 1945

SenQp orang belhok Q!OSpengakz{an, 7'0min@}?, perlindz{??gan, don kg OStion
huh, myangadj!senQperlok^oilyongsomQ athadqpan ht, kt!in"

b Ballwa ketidakpastian hulann terseblit tercenriiiikari dan enera an Pas I 69

ayat (2) yang tidalc Konsisten, tidalc berimbarig, dan menimbulkan

pertentangari. Di sani sisi, Pasa1 69 ayat (1) huruf h meinuat Iararigan
meinbakar hutari, namun, disisi yang lain, menijuk pada ketentuari en'61asan

Pasa1 69 ayat (2), masyarakat diperbolehkan meinbatcar Ichari meskipun
bermjuan mengakomodasi keadfbn 10kal bagi masyarakat untok menanam
varietas 10kal;

ayat I UUD 1945, yang

c Ballwa antara Para Peruohon dan masyarakat seharusnya di erlakukarisama

di hadapari hukurn (891{ati^? 6401e Ihe low) sebagaimaria Pusa1 27 Ayat (1)
DUD 1945, SGIinigga Pusa1 69 ayat (2) berserta penjelasarmya perlu untilk
dihapuskari karena diperbolehkarmya pembakaran Ichari o16h mas arakat
telah menigikan halt konstitusional Para Feinohon yang di'amin o16h Pasa1 27
Ayat(I) 000 1945;

d Ballwa tangguiigjawab pelestarian lingkuiigan hidup sohanisnya tidalc han a
dibebankari kepada pemerintah dan kepada Para Peruohon, melainkari'u
hams menbatkan peran serta masyarakat dongan cara tidal< memberikari

"pengecualiarimembakar laban" karena pengecualian itujuga dapat berakibat

pada perusalcan lingktiiigan hidup yang secara langsung betpen aruh ada
kese}Iatan masyara}catitusendiri;

I3
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h Dongaridemikian, ketent!IanPasa169 ayat(2) 00 No. 32 Tallun 2009 besorta

penjelasaimya nyata terali bertentarigan dengan Pasa1 27 Ayat (1), Pasa1 280

Ayat(I), danPasa128HUUD 1945;

masyarakat seiahtera;

32. Ballwa dam Para Pornohon sebagaimaria dfjabarkari di atas juga diperkuat dengan

keberadann Pasa1 50 ayat (3) bumf d un No. 41 Tallun 1999 tenimig KGhutanan,

yang menyatakari"setiap orang dilarangmembakarhutan";

33. Ballwa SGIanjutriya, Para Pemohon memohon kepada Maielis Hat'in Konstit!Isi agar

ketentnan Pasa1 69 ayat (2) un No. 32 Tallun 2009 besada penjelasamya

dinyatakari bertentangan dengari unD 1945 dan tidal: meminki kekuatan hukum

yang mengikat karena tidal memberikanjaminarikepastian h11kum, tidal< adjl daiam

peneraparuLya, dan tidalc seialari dengan upaya negara dalani memenuhi hat' asasi

mantisiawarganegara Indonesia atas lingkungan hidLIP yang balk dan sehat,

.

34. Ballwaketentuan Pasa1 88 00 No. 32 Tallun2009 berbruiyisebagaiberikat :

Pasa188 00/10. 32 Tabun2009 Bertentanga!Idenga, I

Pasa1280Ayat. (I). ODD 1945

"Seiiap o1'angymtg findokannJ, 0. 115,017Qn}, 0. dan/Qiou kegioicinnj, q me17gg!Inokan B3,

menghosilfoq}I dongtau mengelola limboh B3, don/ataz! yang meritmbt!Ikqiz @170Qmrrn

serftts telhadqp lingkt!rigori hidz!p bert(Ingg, ,rigj, IWCb in"tmk aids kgra!gin?! ydng

relytidiianpQper!zipemb"ktia?I unsz!r kgsolahon"

15
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35. Pasa1 88 00 No. 32 Tallmi 2009 balentarigan dongari Pasa1 280 Ayat (1) 000
1945 dengan alasarisebagaiberikut:

a. Ketentuan Pasa1 280 Ayat(I) UUD 1945 mengamanatkaribahwa "setiap orarig
beThat atas pengalcuari, jaminari, perlindungari, dan KGpastian hukum yang adjl
setta perl^0011 yang sama di hadapan hukum". Seialaridengan kotontuan yang
menipa}can landasari konstitusionaltersebut malta setiap Donna hukutn hanis

berlaridaskan pada supremasidan Repastian hURUm yang berkeadilan;

b. Ballwa tentait dengan ketentuariPasa1 88 un No. 32 Tabori2009 yang meinuat
firasa "bertangguiig jawab inutlak atas kenigian yang tenadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan" menurut Para Feinohon ketentuan tersebut

balentarigari dengari konstitosi karena Pusa1 280 Ayat (1) UUD 1945

mengamariatkan agar setiap norma hukuin hams mengakomodasi prinsip
kepastiarihukum yang benteadilan 0:7ir legal certoin^I);

C. Ballwa secara faktual eksistensi firasa "heriariggting jawab inutlak atau strict
flabiliO)" tela}I menigikan hak konstitusional Para Pemohon. Hal tersebut

disebabkari pengenaan "pertanggungjawaban routlak atau strict nobility" tidal<
didasarkan pada doktrin pertarigguiigjawabari (liability bQ$8d on foult) yang
meinpersyaratkariadanya kesala}Ian (negligence ataujtzz, 10;

d. Ballwa dalam menialall}:an usalla peruaiifaatar} hutan dan usalla perkebunari,
Para Feinohon secara hati-hati (precautionary principles) telali mengupayakan
dengari segala somber daya (resources) gulla mallndorigi areal kenanya dan
praktik perubalcarari hutari dan laliari. Namun demikiari, praktik pembakarari

hutan dan laliari yang dilakukan o1eh pmak-pmak yang memanfaatl, an cola}I

hukum pada Pasa1 69 ayat(2) 00 No. 32 Tallun 2009 senngkali menyebabkan
api menyebar tanpa terkontrol yang pada ak}funya memasuki areal keria Para
Peruohon;

1.6
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e, Ballwa meskip^I secara faktual kebakaran hutari dan Ichan tersebut tidal

disebabkan o1eh Para Peruohon, terapi berdasarkan ketentuan Pusa1 88 UU No.

32 TallerI 2009 pertariggurigjawabarmya ams kenisakan lingkungan hidup dan
sanksi h11kum tetap dibebankari kepada Para Pemohon, bail: secara perdata
inaupun pidana;

f. Banwa terkait pertarigguiigjawaban inutlak (siric! nobility) secara perdata
berdasarkan ketent!Ian Pusa1 88 un No. 32 Tall^I 2009, Pusa1 1865

KU}IPerdata. menyata}can, "setiap orangyang mengczkt, meinpunyoi $3, <11z! hak,
ami4 menui!I'llk 824n!I! peltstiwo unitik menegt!hkon hak7iyo it11 atgal 14n/31k

meinbornoh swam frok o107?g loin, IVCjiib meinb"ktik@" Qdanya hok iru o103,

kgJ'admit yQng ditemz!fun". Dan uralariini, pembuktian dalam proses perdata,
adalali penting. 016h karenanya, ketentuari Pasa1 88 00 No. 32 Tallun 2009

yang mengatur pertanggungjawaban inutlak tanpa adanya pornbuktiari atcan

kesalahan menipakari suatu ketentuan yang intonstitusional dan meritmbulkan

ketidakpastian hukum;

g. Ballwa terkait pertangguiigjawabari inutlak (strict liability) secara pidaria
berdasarkari KGtentuari Pusa1 88 00 No. 32 TallerI 2009, Pasa1 183 KonAP

menyatakan "Hokim ttdok boreh menj'oralhkQnpic!ona kepadQ seseoro}?g kecz!on

qpQbi!o dengoiz sekt4rong-furang?!ya duo o10! barkti yang soh in meinperoleh
keyakiyzai? bahwa SL!Qin tmdok pido}z@ bello?,-bendr te};I'ddi dan bQhwcz

toldakvuo!oh yang bersalah meIQkz!kani?yo". Dan uralariiiii, pembuktian dalarn

proses pidaria juga penting, batikan haltim wajib mendasarkaimya puttisannya
pada alat bukti yang san. Dengari demikian, ketentuari Pusa1 88 00 No. 32

Tabun 2009 yang mengatur pertariggurigjawabari inutlak (sinciliohi!ity, ) tanpa
adanya pembuktiari merupakari ketentuan yang inkonstitusional dan
meninibulkariketidakpastiari hukum;

h. Ballwa menurut Para Feinohon, seharusnya pemberlal<uan ketenttian Pasa1 88
ITU No. 32 Tabun 2009 meroperhatikan atall meinpertimbangkan prinsip

kehati-hatian (precot!tionaiy principles) dan adanya unsur kesalahari
(negiigeftce ataujZz"!t). Tanpa adariya Redua halito inaka Pusa1 88 00 No. 32

Tallun 2009 tidalc dapat diterapkan;

1.7
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36. Ballwa SGIanjutriya Para Feinohon memohon kepada Maielis Hat'jin Konstitusi agar
ketentuari Pasa1 88 un No. 32 Tallun 2009 sepanjarig I^asa "bertanggung jawab
mintlak atas kerugian yang tenaditanpa. perm pembuktian unsur kesalahan"

dinyatakar} bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (condition@161
urico?istitt!tiono!) bila tidal dimakiiai "benangguiig jawab atas kenigiari yang
toriiadi". Dongan catatan, kerugian tersebut memang dibebarikan kepada pihak-pihak
yang meIakukan KGsalahan;

37. Atas dasar iru, Para Feinohon memohon kepada Manelis Haltim KonstitIISi a ar

ketentuan Pasa1 88 UU No. 32 Talusi 2009 dimakiiai menjadi. "Setiap orang yari
tmdakannya. usahanya, darnatau kegiatannya nienggunakan B3, Inengliasilkan
dan/atau mengelola limbaliB3, darnatau yang Ineninibulkan ancanIan senus torhada

lingkungan hidup bereanggung jawab atas kerugian yano tenadi" Dengan
catatan, pertanggungjawabari terseb11t tetap dikaitkan dengari perbuatan yang
dilakukan;

.. * ,

Pasa199 001q:0. 32 Tabun 2009Bertentangan denga, I

it. ^^$^!!?^$4Y, 41(^^;;!^^};^;;^^!^$^Ij^^-;^^^^}^^?a;^;4^$**#;--;;.*t$^^I^$

38. Ballwa Ratentuan Pasa1 99 un No. 32 Tallun 2009 sebagai ketentuan yang men amr
sanksi pidana atas kenisakarilingkungari hidup, menitikberatkari dasar pengenaan
pidaria pada "kelalaian" sebagaimaria dinyatakan pada ayat(1) yang berbunyi:

"Senap orQi?gyoizgkarenQ kelal@ionnyo mengakibcztkqn of jigii!!7at{mya bokz! mirin
tidal, a Qinbieit, bakz/ rill4!11 city, bakzii??"!If oil IOU/, o1Q, ! kr. tierici bcikt! ken, safoci}t

lingkti}?gqn Intrt!p, of;!?idonci dengqn pidc!ncipei!I'drQ paling singko! I indiai) tohzti?
don pull7, g loina 3 (jiga) tofui? don denda pull7ig seatkii Rp1.000,000,000.00 (Salar
mill^r 1247ioh) donpolihg bonyakRp3.000,000,000,00 digcimiliar rz!!?toll, )";

1.8
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39. Ballwa ketei}man Pasa1 99 ayat (1) yang meinuat firasa "kelalaian" secara

subtarisinya bertentarigan dengan prtnsip kepastiari hulcum dan asas hukum pidana
"tiada pidaria tanpa kesalalian" <113, Jigpoe?20 sine o1, !pa);

40, Ballwa Iembaga penegak hukum dalam meIaksanakan penegakan hukum
(Ion ei!forcemen!) KGhutarian dan lingkungan hidup seringli:an memaimai"kelalaiari"

dalam calrupari yang sangat Iuas. Altibatrtya, Para Pemohon sebagai pihak yang
terdampak ams pembakarari hutari dan Ichari yang dilakukari oreh pihak-pitiak lain
yang memanfaatkari celali hukuin pada Penjelasan Pasa1 69 ayat (2) UU No. 32
Tallun 2009, hams meinpertariggurigjawabkari perbuatari yang sesungg!Jimya tidal,
dilakukari;

41, Ballwa menorut Para Feinohon Pasa1 99 ayat (1) un No. 32 Tallun 2009 sangat
bertentarigan dengari asas kepastian h11kum sesuai Pasa1 280 unD 1945, karena
KGtentuan Pasa1 99 ayat (1) tidalc memberIkan penjelasari atas fi'asa "katalaiari",
SGIitngga senngkali firasa "Relalaiari" itu di dalam prami}oriya menjadi dasar untuk
meinpersalahkari Para Peruohon, meskipruitelali dilakukart tmdakari-tindakari gulla
mencega}Itetjadinya kerusakarilingkungan, khususnya kebakarari hutan dan laban.

Sebagai pelalcu usalla di bidang kehutanan dan perkebunan, Para Pemohon tentuii a

menyadari dongan balk kewajibari yang tatuang dalant Pasa1 69 ayat(I) UU No. 32

Tallun 2009 dan Pusa1 50 ayat (3) hunt d 00 No. 41 Tallun 2009, dan tela}I
beitIPaya sebaik mmigkin balk secara Internal inaupun ekstemal untok

meIaksar}altariiiya. Atas dasar jin, frasa "kelalaiari" tanpa limitasijelas merugikan halt
konstitusional Para Feinohon

42. Ballwa sebagai aldbat keberadaan Pasa1 99 ayat (1) un No. 32 Tallori 2009,
Para Feinohon SGIalu mendapatkari stigma negatif karena dianggap Ialai menjaga
Relestarian lingkungari, padahal Para Fein0}10n telah menerapkari prosedur-prosedur
yang bertujuan agar tidal tetiadi Rebaltarari hutan dan Ichari dan justru mengalami
KGrugian finarisial karena kehilangan aset beitIPa tanaman, biaya penariaman ulan ,
danbiayapengendaliankebakararihtitan dan laban, sertabiayainvestasiasetbam;
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43. Ballwa secara konseptual dan myichs keberadann Pusa1 99 ayat (1) sating berkaitan
dan sanng menjiwai dengari ketentuan Pasa1 99 ayat (2), dan Pasa1 99 ayat (3)
00 No. 32 Tallun 1999. 01eh karena itu, Para Pemohon memohon ke ada Ma' I'
Hat'in Konstitusi agar menyatakari secara keseluruhari ketentuari Pusa1 99

UU No. 32 Tailori 2009 bertentangari dengan 000 1945 dan tidal meminki
kekuatan hukum yang mengikat, karena tidalc memberikarijaminarike antian hukum
yang berkadilan trail legal certointy));

44. Ballwa kataupun keberadaan Pasa1 99 unN0. 32 Tallori2009 di andari erlu untillc
dipertaharikan, mata keberlakuan Itasa "kelalaian" hams diberikan penafsirari yang

konstirusional, yaitii dongari menyatakan ketentuan Pasa1 99 ayat (1) UU No. 32
TallerI 2009 bertentarigan dengani konstitusi secara bersyarat (condition@11
zinconstiiutiono!) bila tidal< chinal^at ballwa "katalaiari" diberlakukan sepanjarig

kenigiari tersebut disebabkari o1eh orang yang beTsarigkutan. SGItingga frasa
"kernlaian" tidal lagi chinalonai dalam oakupan yang sangat Iuas dan beru'un ada
kenigian konstitusionalbagiParaPemohon;

Pasa1 49 11/11^'0. 41 T^bun 1999 Bettentaingan -dyingam ipas^1.280 A, yat ^) nunD T945

45. Ballwa ketentuan Pasa1 49 UU No. 41 Tallun 1999 tentan Kenutariari be b
sebagai berikut

Pasa149 11/1 No. 41 Tabun 1999

"Feinegang hak dial, tatn 68nQnggz, }zgj'awob Qins lei:I'Qdinya kebokarai? harmi? di
great keni'Qny@"

46. Ballwa pada praktiknya, kebakarari hutari dan Ichari dapat dialdbatkan oreh berba
macam fador, inulaidarifaktor manusia (atdbat konflik Ichan) sannpaidengan faktor
al^n dan kebakaran hutan dan Ichari pun dapattenadi di dalam areal ker'a inau un
diluar areal kenja perusaljamipemegang izin Konsesi hutan;
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47. Ballwa salalisatu fador penyebab tenadiriya praktik perubakaran hutan dan laban
belparigkal pada konflik Ichari atau sengl!:eta status kepemilikari laban yang

menbatkari peruerinta}I, perusalIcon, dan masyarakat. Kondisitersebut o1eh 'hat'-
pihak tonentu dengaritaripa dasar Repelriilikan yang sail(dokuruen hat ke emitikan
yang san) memalaatkaricelalihukum pada Pusa1 69 ayat(2) un No. 32 Tallun 2009
untok merobakar}charididalam arealkeijaParaPemohon, karename Ich d'
(daiam areal ke^ja) ifu menipakari halt rinliknya;

48*Ballwa serain impenyebab keba}cararihutan dan lahan da at'u d'at'b k I
fadoralam, misalnyamusimkemarauberkepan'an an, laban-lab b d
Iuar arealkeijatentutidakmendapatperhatian dengan balk dan ser' kal' ul
titik-tmk api yang dongan cepat menyebar, karena didukun oreh

tersebut. KGjadian misarigat berootensiunt{Ik menimbulkarikebak d' d I
arealke^ja, karena dengan d11kungan Guaca panas dan hembusan an in, a ise ' k I'
merryebar dengan cepat danmemasukiarealke^ja

49. Ballwaserangkaiarifaktor-fadorpenyebabkebakararihutandarilali d'I k
Para Feinohon sebagaimaria dikemukari pada angka 47 dan angka 48 di atas,
sehamsnya d^adjkari pertimbarigan dalam panerapari Pasa1 49 00 N . 41 Tall
1999, karena berdasarkari prtnsip kepastian hukum yang berkadilan (/'air I I
certainty) Reberla}cuan fr'asa "bemuggerIg jawab atas tel:jadinya kebakaran hutari d'
areal kenanya" seyogyariya didasarkari pada tmdakan Para Pemoh buk
didasarkari pada perbuatan pmal:-pitiak tortentu atau didasarkari pada fattor alam,
karenameskipun asalmuasaltitik-titik apibennula dan arealker'a P P h
tapi secarafaktualkeberadannapib11kanlahhasiltindakariParaPe h 1'1^c
disebabkariolehpihak~pihakyangtidakbertariggungjawabmau unfakt I ;

50. Dongan demikiari, ketentuari Pasa1 49 00 I*10 41 Tallun 1999 perlu dimaknai atau
ditafsirkan secara tegas, ballwa perusalIani sebagai peruegang Izin bertaii
jawab atas kebakarari yang te^ladi di dalam areal keria, se an'an k bat
dialdbatkariolehkegiatan/perbuatariperusahaan. }{ali P

perm untok ontarnba}11;an, karena dongaripemaknaan denitkian, Ib'h b xik
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kepastiarihukum bagi Para Feinohon, sehingga terpenuhi ketentuan Pasa1 280 DUD
1945

E. I^SunFULAN

51. Berdasarkan uralan di atas, Para Feinohon berkesimpulan seba at berikut:
a. Mallkamahberwenang memeriksa danmemutusperkaraa I!0,

Para Peruohon menxiliki kedudukari hukuin (legal standing) untilk mengt^inkari
peruiohonanperkaraa quo;

c. Pusa1 69 ayat (2), Pusa1 88, dan Pasa1 99 ayat (1) 00 No. 32 Tailori 2009
tentang Perlindungan dan Fengelolaan Lingkungari Hidup serta Pasa1 49 UU
No. 41 Tallun 1999 tentang Kehutanan bertentarigari dengari UUD 1945, aitu
Pasal I Ayat (3), Pasa1 27 Ayat (1), Pusa1 280 Ayat (1), dan Pasa1 28H ayat(I)
000 1945;

b,

F. PETIT{IM

52. Berdasarkan alasan-alasari yang telah dinraikan di atas dan butti-bukti yang

dilampirkari dalam pennohonariini, mata Para Feinohon memohon ke ada Ma' I'
Hat'in KonstitusiYarigMuliaagarmenerimadanmemutus emuohon b
herikut

Menerima danmengabulkanpennohonariPara Pemohonuntuk salamim a;

Menyatakan Retentuan Pasa1 69 ayat (2) UU No. 32 Tallun 2009 tentari

Perlindungari dan Pengelolaari Lingkungan Hidup bertentan an den an DUD
1945 dan tidakmemlikikekuatan hukum yang men ikat;

2
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3. Menyata}can Pasa1 88 00 No. 32 Tailori 2009 tentang Perlindungari dan

Fengelolaan Lingkuiigan Hidup, yang berbruiyi:

'Setiap orang yang tmdakarmya, usahanya, datatau kegiatarmya menggunakari
B3, menghasilkan datatau menge}o1a limbah B3, datatau yan menimbukari
ancaman senus terbadap lingkungarilitdup bertanggung jawab inutlak atas
keriigiari yang tenaditanpa perlu pembuktian unsur kesalalian" bertentan an

dengan IruD 1945 dan tidak meminkikekuatan hukum an men ikat bl
tidak dimaknai:

Setiap orarig yang tmdakaiiiiya, usahanya, dadatau kegiataimya meng maltan
B3, menghasilkaii datatau mengelola limbah B3, darnatau yang menimbulkan
ancarnalI senus terhadap lingkungaii Indup bertangguno jawab atas keriiian
yang telljadisepanjang kerngian tersebut disebabkaii o1eh Oralig yang

beTsarigkutari".

4. Menyatakari Pasa1 99 UU No. 32 Tallun 2009 tentarig Perlindungari dan

Fengelolaari Linglrungan Hidup bertentangan dengan denoan UUD 1945 dan
tidal< InGiniliki kokuatan hukum yang Inengikat atau setidak-tidalmya
berteiitarigan dengaii UUD 1945 dan tidal meinniki kekuatan hukum
mengikat bita tidalc dimaknai ballwa "kelalaiari" diberlakukaii SepanJarig

kenigian tersebut disebabkan o1eh orang yang beTsariokutan;

5. Menyatakan Pusa1 49 UU No. 41 Tallun 1999 tentarig KGhutanari bertent
dengari unD 1945 dan tidalc meminki kekuatari hukum yang mengikat

separijang tidalt throateriai ballwa peruegarig hat' bertarigguii 'awab atas
kebakaran yang tenadi di areal kenanya yang menipakan perbuatari dad
pemegang hat tersebiit;

6. Memerintahkan

hidonesia;

Atall, bjlamanaMajelisHakimKonstitusiberpendapatlain, mobon utusari d'I-
adjlnya (ex aeqz!o at bono)

pemuatari puttisari ini daiani Benta Negara Repliblik
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